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BUPATI KETAPANG 
PROVINSI KALIMANTAN BARAT 

-TETE " I 

I 
TENTANG 

' I I 
PERUBAHAN ATAS PERATUI N BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG 

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA 
KABUPATE��ANG TMIDN ANGGARAN 2018 

I I 
DENGAN IMAT TUHA'N YANG MAHA ESA 

' BUPATI KET'APANG, 
. i • 
] I 

a. bahwa Tata Cara; Pembagian dan Penetapan Rincian 
Dana Desa Setiap Desa, Kabupaten Ketapang Tahun 
20{8 tel? di tetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 
5 Tahun]2018; [ 

b. b� - wa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
50}'PMK\07/2017 ' tentang Pengelolaan Transfer ke 
Daerah jdan Dan Desa telah diubah beberapa kali 
terakhir ldengan dengan [Peraturan Menteri Keuangan 
Republik Indonesia Nomor 225/PMK.07/2017, sehingga 
beberap ketentuan dalam Peraturan Bupati Ketapang 
Notor 5ITahun 20�8 tentang Tata Cara Pembagian dan 
Penhetap~n Rincian] Dana Desa Setiap Desa Kabupaten 
Ketapang perlu diubah untuk disesuaikan kembali; 

c. b�wa I berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimhaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan 
Peraturah Bupati.' 
uJdang7lundang 

Nomor 27 Tahun 1959 tentang 
I I 

Penetap; Undang Undang Darurat Nomor 3 Tahun 
1953 t~ntang Pembentukan Daerah Tingkat II di 
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 953 Nomlor 9, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang 
Unidang [(Lembarah Negara Republik Indonesia Tahun 
19t,9 Nofor 72, Tfmbahan Lembaran Negara Republik 
Intonesi a Nomor 1820); 

1 I . 
2. Unidangjndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Umbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
% I » Noor '7 Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5495); 

• 



• 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

-2- 

UrjdangI - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun! 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lejnbarajn Negara] Republik Indonesia Nomor 5587) 

I I ' 
sebagaimhana telah beberapa kali diubah terakhir 
dehgan ndang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Pelubah'an Kedua] Atas Undang - Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Ne gara [Republik [Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tafbah~n Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor I , 
5679); } l 

I ' I I 
Pefaturah Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 
Dana Dsa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dah Belanja Negara' (Lembaran Negara Republik Indonesia 

! 1 
Tahun 2014 Nom~r 168, Tambahan Lembaran Negara 
Re publik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah 
beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan 

I I ! 
Pejnerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 
tertang /Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran 

I i I Pendapatan dan ! Belanja Negara (Lembaran Negara 
i! Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan 

Lejnbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 
' I ' Peratur~n Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang 

Rihcian ] Anggarand Pendapatan dan Belanja Negara 
Tahhun 'Anggaran [ 2018 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 244); 

I I I 
Pefraturn Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 
tehtang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa 
( Berita [Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 
53'7 ) � ibagaimani telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
225/P .07/ 2017 tentang Perubahan Kedua Atas 
Ptyaturtan Mentetj Keual}gan Nomor 50/PMK.07/2017 
tehtang] Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana 
De~sa. 
PJ.atur 

,Menteri/ 
Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 

tehtang] Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap 
D~sa Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana 
D~sa S~tiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 1884); ' I I ! ' Peratur~n Menteri; Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 
tehtang\Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah 
Kbupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara 
R~publik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1971); 

f [ 
' ' 



Menetapkan 
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! 
9. Peraturan] Daerah {Nomor 10 Tahun 2017 tentang 

Ped~man ; Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran 
Daejah K~bupaten {Tahun 2017 Nomor 10); 

. ' I 
10. Perturani Daerah /Nomor 16 Tahun 2017 tentang 

Anggaranj Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Ket~pang; Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah 
Kabjupaten Ketapang Tahun 2017 Nomor 16); 

I ' I 
• • 11. Per~turani Bupati ;Nomor 43 Tahun 2017 tentang 

Anggaran] Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Ket~pang Tahun Anggaran 2018 sebagaimana telah 
diubah d~ngan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2018 

] } ; · 
(Bepta ipaerah Kr ' bupaten Ketapang Tahun 2018 

No or lI; 
MEMUTUsKAN : 

PERATURAN BtPATI 

TENiANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
BUPATI /NOMQR 5 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA 
PEMBAG]AN DAN PENEAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP 
DESA UPA" 'EN KETAPrG TAHUN ANGGARAN 2018 

, Pasal I 
Beberap; ketejtuan dalm Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 
2018 tehtang /Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian 
Dana Desa Setiap Des Kabupaten IKetapang Tahun 2018 
( Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2018 Nomor 5) 
diubah sebagi berikut ; 
1. 

Ketntuan dalam Pasal 4, ayat (2) diubah sehingga Pasal 
4 berbunyi sebagai berikut : 

' i I Pasal 4 

(1) lokasl Afirrna�i setiap •Desa sebagaimana 
dimaksud dalam;Pasal 2 huruf b diberikan kepada 
Desa Tertinggal dan Desa Sngat Tertinggal yang 
mhemiliki jumlah penduduk miskin tinggi. 

i . I 
(2) 3esarain Alokasi Afirmasi setiap Desa dihitung 

enganj menggunakan rumus sebagai berikut : 2 6o /cisn ·7rm 
Kete angan : ! , 
AA Jesa = Al@kasi Afimasi/Setiap Desa 
DD = Pa!gu Dana Desa Nasional I . : 
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' 
j 

I 
I· 
I 

DST = Jumlah Desa sangat tertinggal yang 
memiliki jumlah penduduk miskin 

I • • tertinggi. 
T = Jurlah Desa teringgal yang memiliki 

juimlah penduduk miskin tinggi. 

(3) 
1esarah 

Alokasi 
J 

Afirmasi untuk Desa Tertinggal 
yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi 
dµiitur sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afirmasi per 
Desa. 

(4) 
�esara 

Alokas, Afirmasi untuk Desa Sangat 
Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin 
tinggi dihitung sebesar 2 (dua) kali Alokasi Afirmasi 

#P# 
(5) Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal dengan 

Jumlal Penduduk Miskin Tinggi adalah Desa 
Tertinggal dan ' Desa Sangat Tertinggal yang 
ditetapkan oleh Kementeritan Keuangan. 

2. Ketjntuaj dalam Pasal 15 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) 
ayat; (5) (diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai 
berikut : ' 

' i 
! Pasal 15 

(3) 

I 
(1) {Kepala Desa mhenyampaikan laporan realisasi 

peny~rapan dan capaian output Dana Desa setiap 
tahap penyaluran kepada Bupati. 

(2) Lapo� r,an realisa+i penyerapan dan capaian output 
Dant Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (l) 
terdi · atas : I 
a. laiporan relisasi penyerapan dan capaian 

output Dana Desa tahun anggaran 
s±belumnyJ; dan 

b. ldporan relisasi penyerapan dan capaian 
otput Dan~ Desa sampai dengan tahap II. 

Lapofan realir-si penyerapan dan capaian 
out� , t Dana Desa tahun anggaran sebelumnya 
seba aimana dimaksud pada ayat (2) huruf a 

I 
dis :paikan paling lambat 7 februari tahun 

) 
anggt ran berjalan. 

(4) Lapofan realisasi penyerapan dan capaian 
I 

outpt.t Dana ;esa sampai dengan tahap II 
sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b 
dis paikan p ing lambat tanggal 7 Juni tahun 

angg =b•rjr 
i 

• 
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(5) 1al hal 
terdabat 

pemuktahiran capaian output 
setela] batas } waktu penyampaian laporan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat 
(4), Kepala [Desa .dapat menyampaikan 
pemuktahiran c~paian output kepada Bupati. 
t t 
i , 

3. Ketehtuan] Pasal 16 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) 
diubah sehingga Pas~l 16 berbunyi sebagai berikut 

l iPasal 16 
+ t 

(1) 'Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam 
hal: 
a. Buipati b~lum menerima dokumen 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) 
dah ayat (5);i 

b. tertdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun 
anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga 
p luh persen); dan/atau 

t 
c. tetdapat usulan dari aparat pengawas 

fugsional daerah. 
(2j [Penupdaan pehyaluran Dana Desa dilakukan 

• I : 

terhalap penyaluran Dana Desa tahap II tahun 
anggran berjalan sebesar sisa Dana Desa di 

I I I 

RKDtun an�aran sebeluIIJ.l),ya. 
(3) 'Dal: n hal sisa Dana Desa di RKD tahun 

angg~ran sebel umnya lebih besar dari jumlah 
Dane Desa yang akan disalurkan pada tahap II, 
peny~luran Dana Desa tahap II tidak dilakukan. 

(4) Dal hal samipai dengan minggu kedua bulan 
Juni [tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di 
RKD tahun aniggaran sebelumnya masih lebih 
besaj dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran 
Dana] Desa yang di tunda sebagaimana 
dimaksud ayat (1) tidak dapat disalurkan dan 
menj/di sisa Dana Desa di RKUD. 

(5) }Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak 
disaljurkan seb~gaimana dimaksud pada ayat (3) 
dan layat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA 
peny~luran DAK Fisik dan Dana Desa. 

(6) Dan Desa yang tidak disalurkan sebagaimana 
dim; • sud pad ayat (4) tidak dapat disalurkan 
kembali pada t~hun anggaran berikutnya. 

(7) Rekoendasi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) �iuruf c disampaikan oleh aparat pengawas 
fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi 
atau telah terjadi penyimpangan penyaluran 

I I 
dan1atau pengrnaan Dana Desa. 

' I I I 
! ! 
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, I 
(8) Rekor endasi sbagaimana dimaksud pada ayat 

(7) disampaikan kepada Bupati dengan 
{tembjsan kep~da Kepala KPPN selaku KPA 
[Penydluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum 
boatas] waktu taihapan penyaluran sebagaimana 
dimaksud pada Pasal 8. 

i 

Peraturan j 
Bu ati ini mu ai berlaku pada tanggal diundangkan 

I I • 

Agar setiap} orang { mengetahuinya, memerintahkan 
pengundang Peraturap. Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Brita Daerah Kabupaten Ketapang 

I I ! 
I ' ' 

Ditetapkan di Ketapang 
pada tanggal 4 September 2018 

BUPATI KETAPANG, 

TTD 
MARTIN RANTAN 

Diundangkan di Ketapang j 
pada tanggal 4 September 2018 

I 

l 
' 

HERONIMUS TANAM l 
I ' i i 1 

BERITA DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2018 NOMOR 41 

I I 
+ l I ) 
t 

Salinan sesuai dengan aslinya 
' ' ' kEPALA BAGIAN HUKUM 

1 I I, ! 
4SETDA KABUP} EN APANG 

! 

' ; Pembina Tk.I 
NIP. 19 '00617 200003 1 001 

Pasal II 

j t 

EDI RAD 

Pj. SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN KETAPANG, 

TTD 


